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Meninrbang ll bahwa Pengamsutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan strategi

untuk rnencapai keadilan dan kesetaraan gender dalarn

lxrrrbangunan yang tercantum dalam dokumen perencanaan

pernbangunan nasional, daerah, dan desa;

bahwa perlu nreningkatkan capaian kesetaraan gender di lndonesia

yang diukur dari lndeks Pembangunan Gender (lPG) dan tndeks

Penrberdayaan Clender flDG), setta nlenurunkan lndeks

Ketinrpangan Gender (lKC) tndonesia dengan melaksanakan PUG

nrelalui PPRG;

bahwa ;rrlu memperku.?t kapasitas kelembagaan

Kenrenteria n/ If rnbaga, Petne rint ah D aer ah, dan Pellerilltah Desa

rrntuk nrelaksanakan PUG nrelalui PPRG untuk mencapai keadilan

dan kesetaraan gelrder dalant petnbangunan rnelalui atzh kebiiakan,

strategi, dan kegiatan lxnrbangunan yang lebih olxrasional dan

terinteSrasi dalant Strategi Nasional PUG nelalui PPRG;

bahw;r berdasarkan pertinlbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, hunrf b, dan huntt c, perllr nlen)'usun rancanSan l'eraturalr

Prcsiden tentanS Stmtegi Nasional Pengarusutanraan Llellder

rrrelalrri Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
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bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Pasal 66
Peraturan Presiden Norrror 87 Tahun 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Ur.rdang Nomor 12 Tahun 201 1 tentant
Penrbentukan Peratumn ?erundang-wdangan mengamanatkan

kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk panitia
antarkementerian dalam penyusunan RancanSan Peraturan
Presiden;

bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana tercantum dalam
huruf d dan hurrf e, perlu membentuk Panitia Antarkementerian
Penyusunan RancanSan Peraturan Presiden tentanS StrateSi

Nasional Pengarusutar.naan Gender nrelalui Perencanaan dan
Penganggaran y ang Responsif Gender;

bahwa pejabat dan pegawai yang nanranya tercantum dalam

Larrpiran Keputusan ini dianggap Inanpu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk datr melaksanakan tuSas sebaSai angSota

Panitia Antarkementerian Pen)'usunan Rancangan Peraturan

Presiden tentanS StrateSi Nasional Pengarusutamaan Gender

nrelalui Perencanaan dan Penganggaran yan1 Responsif Gender;

Undang-Undang Nonror .12 Tahun 2017 tentanS Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (ktttbaran Negara Republik

Indonesia tahun 2O1'l Nontor 82, Taubahan lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5234);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahtn 20-14 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang 1 2 T ahun 20 1 1 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Presiden Notnor 7 Tahun 20i5 tentang Organisasi

Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nontor 65 Tahun 2015 tentang Kelrrenterian

?erencanaan Pembangunan Nasional;

Peraturan Presiden Nontor 66 Tahun 2Ol5 tentang Badan

Perencanaan Petnbangunan Nasional sebagainana telah diubah

dengan Peratumn Presiden Notnor 20 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala

Badan ?erencanaan Pentbangunan Nasional Nomor 4 Tahun 20-16

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Petencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Petrlbangunan

Nasional, sebaSaitnana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perencanaan Penrbanguttan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Penrbangunan Nasional Nomor 6 Tahun 201 7;
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Kf,zuTUSAN MXNTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN

NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA AMARKEMENTIRI,AN PEI\TYUSIJNAN

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG STRATEGI NASIONAL

PENGARUSLTTAMAAN Gf,NDER MELAI,UI PERENCANAAN DAN
PENGANGGAR N YANG RESPONSIF GENDER

Membentuk Panitia Antarkementerian Penyrrsunan Rancangan Peraturan
Presiden tentanS StrateSi Nasional PenSarusutamaan Gender melalui
Petencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, dengan susunan

keanggotaan sebagaimana tercantum dalant Lampiran Keputusan ini.

Panitia Antarkementerian Penyusunan RancanSan Peraturan Presiden

tentanS StrateSi Nasional PenSarusutamaan Gender ntelalui Perencanaan
dan Penganggaran yang Responsif Gender terdiri atas Tim Pengarah,

Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.

Tinr Pengarah bertugas ntemberikan arahan kebrjakan, mengawasi,

membimbing, nlemantau kentajuan, dan memberi saran atau solusi

pern.rasalahan atas kegiatan penyusunan Rancang n Peraturan Presiden

tentang Strategi Nasional Pengan-rsutantaan Gender melalui Perenc n an

dan Penganggaran yang Responsif Gender.

Penanggung Jawab bertugas berlanggung jawab alas pelaksanaan

kegiatan penyusunan RancanSan Peraturan Presiden tentang Strategi

Nasional PenSarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan
Pengan19aran yang Responsif Gender, dan nrelaporkan hasil pelaksanaan

kegiatan kepada Tiur Pengarah.

Tim Pelaksana bertugas:

a. nrelakukan koordinasi d,alam rangka pen)'usunan Rancangan

Peraturan Presiden tentan8 StrateSi Nasional PenSarusutanuan

Gender nrelalui Perencanaan dan Penganggaran yan8 Responsif

Gender;

b. nrengumpulkan serla mengolah data dan informasi yang

dibutuhkan dalant penyusunan Rancangan Peraturan Presiden

tentang Strategi Nasional PenSarusutamaan Cender melalui
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;

c. melakukan pembahasan substansi dan perutuusan RancanSan

Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan

Gender nrelalui Perencanaan clan Penganggatan yang Responsif

Gender;

d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim

Pengarah ntelalui Penanggung Jawab; dan

e. rnelakukan ...
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e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan
dalant rangka, mendukung kelancaran pen)'usunan Rancangan

Peraturan Presiden tentanS Strategi Nasional Pengarusutanlaan

Gender nrelalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif

Gender.

Segala biaya yang diperlukan dalant rangka pelaksanaan tugas Panitia

Antarkenlenterian Penyusunan Rancan8an Peraturan Presiden tentanS

StrateSi Nasional Pengarusutamaan Gender ntelalui Perencanaan dan

Pengan1taran yang Responsif Gender dibebankan pada AnSSaran

Pendapatan dan Belanja NeSara Kementerian Perencanaan Pentbangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak

tanggal 2 Januari 2078.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangal27 ASustus 2018

MENTERI PIRINCANA N PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPAII\ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

BAMBANG P.S. IIRODJONEGORO

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukunr,

-..

4/--
RR. Rita Erawati
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KEruTUSAN MENTERI PPN/KEPAIA BAPPENAS

NOMOR KEP.105 /M.PPN/HK/OA/ 2O1A
.IANGGAL 27 AGI'S'N'S 2O18

SUSI.JNAN K[ANGGO'I'AAN
PANTTIA ANTARKXMENTERIAN PI]I{\1JSI.'NAN R NCANGAN PERAruRAN PRESIDEN

TT]NTANG STRATEGI NASIONAI, PENGARUST]'TAM  N GENDER MXLALT]I

PERINCANAAN DAN PINGANGGARAN YANG RXSPONSIT GENDER

TIM PENGARAH

Ketua

Anggota

B. PENANGGUNG JAWAB : ..

: Menteri PPN/Kepala Bappenas.

: 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Utanla Baplxnas;

2. Deputi Bidang ?endanaan Pembangunan,
Kementerian PPN/Bappenas;

3. Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan
Perempuan dan Anak, Kenrenterian
Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebuday aan;

4. Direktur Jenderal Bina Pembangunan
Daerah, Kementerian Dalam Negeri;

5. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian
KeuanSan;

6. Deputi Bidang Kesetaraan Gender,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak;

7. Direktur Jenderal Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa,

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Terti nggal dan Transmigrasi;

8. Deputi Bidang Hukun.r dan Perundang-

undangan, Kementerian Sekretariat
NeSara;

9. Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet;

10. Direktur Jenderal Pemndang-Undangan,
Kementerian Hukunt dan HAM.
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B. PINANGGUNGJAWAB Deputi Bidang
Masyarakat, dan
PPN/Bappenas.

Pembangunan Manusia,
Kebudayaan, Kementerian

Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda

dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.

l. Kepala Biro Hukum, Kementerian
PPN/Bappenas;

2. Direktur Alokasi Pendanaan
Pembangunan, Kementerian
PPN/Bappenas;

3. Direktur Sistem dan Prosedur Pendanaan

Pembangunan, Kenlenterian
PPN/Bappenas;

4. Asisten Deputi Bidang ?enanggtlangan
Kemiskinan, Perlindungan Sosial,

Pemberdayaan Perlempuan dan Anak,
Sekretariat Kabinet;

5. Asisten Deputi Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebud,ayaan, Kementerian
Sekretariat Negara;

6. Dircktur Harmonisasi Peraturan
Perundang-Undangan I, Direktorat

Jenderal Peratluran Perundang-

Undangan, Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia;

7. Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan
Perlindungan Perempuan, Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan

Manusia dan Kebuday aan;

8. Dircktur Harmonisasi Peraturan

Penga nSSaran, Kementerian Ke:uanS n;

9. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangatr,

Kementerian KeuanSan;

10. Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang

Infrastruktur dan Lingkungan,
Kementerian Pemberdayaan Perenlpuan

dan Perlindungan Anak;

1 1. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah

Daerah tV, Kenlenterian Dalam Negeri;

TIM PEI"A,KSANA

Ketua

Anggota

12. Kepala ...



12. Kepala Biro Hukunr, Kementerian Dalam

Negeri;

13. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Desa, Pernbangu nan Daerah Terlinggal
dan Transntigrasi;

74. Kepala Bidang Penrberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Sekretariat
Kabinet;

15. Kepala Bidang Pariwisata, Kebudayaan,
Perlindungan dan Pemberdayaan

Manusia, Kenlenterian Sekrctariat
Negara;

16. Kepala Sub Direktorat Harmonisasi
Bidang Sumber Daya Manusia,
Kelenrbagaan, dan Kesejahteraan Ralryat,

Direktorat Jenderal Peraturan
?entndang-lJndangan, Kementerian
Hukunr dan Hak Asasi Manusial

1,7. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan,

Kementerian Koordinator Bidang

Penrbangunan Manusia dan Kebudayaan;

18. Kepala Sub Direktorat Harmonisasi

Perahrran Pen}an&Balan PNBP,

Kenrenterian Ketangan;

19. Kepala Bagian Perencanaan, Kementerian

Keuanganl

20. Kepala Bagian Hukum, Kententerian

Pemberdayaan Perenlpuan dan
Perlindungan Anak;

2'1. Kepala Sub Direktorat Pentberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak,

Kenlenterian Dalanr Negeri;

22. Kepala Bagian Perundang-undangan,
Direktorat Jendral Bina Pembangunan

Daerah, Kenlenterian Dalam Negeril

23. Kepala Bagian Perundang-undangan Biro

Hukum, Sekretariat Jenderal,
Kenrenlerian Dalanr Negeri;

24. Kepala Bagian Perencanaan Unlum,
Kementerian Desa, PembanSunan Daerah

TerlinSSal dan Transnrigrasil

25. Kep la...
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25. Kepala Sub Direktorat Perlindungan
Anak;

26. Icha Puspitasari, S.Si, Kenenterian
PPN/Bappenas.

MDNTERI PERXNCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
Kf, PALA BADAN PERENCANAAN PEMBANG1JNAN NASIONAI.,

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

rtd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukunt,

-z-
RR. Rita Erawati


